
'engingat l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Und g Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tah n 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah K1 a Besar dalam 
Lingkungan Provinsi Djawa Timi, Djawa Tengah, 
Djawa Barat, dan Daerah Isti, ewa Djogjakarta, 
sebagaimana telah diubah deng Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 tentang rubahan Undang- 
Undang Nomor 16 dan 17 Ta un 1950 tentang 
Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota ketjil di 
Djawa (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 
1954 Nomor 40, Tambahan Lembar Negara Republik 
Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, T bahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhi dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tent g Perubahan Kectua 
atas Undang-Undang Nomor 23 T un 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, T bahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5 79); 

bahwa untuk menindaklanjuti ketentu Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 entang Klasifikasi, 
Kodefikasi, dan Nornenklatur Perenc an Pembangunan 
dan Keuangan Daerah, perlu men tapkan Peraturan 
Walikota tentang Kedudukan, Susun Organisasi, Tugas 
clan Fungsi serta Tata Kerja Ba an Kepegawaian, 
Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 

M nimbang 

WALIKOTA PEKALONGAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E A 

TENT ANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN F' NGSl SERTA 

T TA KERJA SADAN KEPEGAWAlAN, PENDIDIKAN DAN P LATIHAN DAERAH 

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN 
NOMOR 71 TAHUN 2020 

WALIKOTA PEKALONGAN 
PROVINS! JAWA TENGAH 



Pasal 1 
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 
1 Daerah adalah Kota Pekalongan. 
2 Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai ulsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan u usan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3 Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Pekalon an. 
4 Walikota adalah Walikota Pekalongan. 
5 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekal ngan. 
6 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daer h yang selanjutnya 

disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian, Pendi ikan dan Pelatihan 
Daerah Kota Pekalongan. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN WALIKOTA TENTAN KEDUDUKAN, 
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN F NGSI SERTA TATA 
KERJA SADAN KEPEGAWAIAN, ENDIDIKAN DAN 
PELATIHAN DAERAH. 

netapkan 

MEMUTUSKAN: 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 T un 1988 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamady Daerah Tingkat II 
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tin kat II Pekalongan 
dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republ k Indonesia Nomor 
3381); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 T un 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambah Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) ebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerint Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 
Tambahan Lembaran Negara Republ k Indonesia Nomor 
6402); 

6. Peraturan Daerah Kota Pekalonga Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan usunan Perangkat 
Daerah Kota Pekalongan (Lemba an Daerah Kota 
Pekalongan Tahu n 2016 Nomor 5) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan 
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perub han atas Peraturan 
Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 T un 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Per kat Daerah Kota 
Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 
2020 Nomor 3); 



Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 3 

S sunan Organisasi BKPPD terdiri dari : 
a. Kepala Sadan; 
b. Sekretariat 

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan 
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Pengadaan, Informasi dan Pembinaan Pegawai 
l. Subbidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ·egawai; dan 
2. Subbidang Pembinaan Pegawai, 

d. Bidang Mutasi dan Promosi ASN 
1. Subbidang Mutasi dan Kepangkatan; dan 
2. Subbidang Promosi /\SN. 

e. Bidang Pengembangan SOM dan Kompetensi ASN 
1. Subbidang Pengembangan SOM; dan 
2. Subbidang Pengembangan Kompetensi ASN. 

f. UPTB; dan 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

an yang menjadi 
pelatihan. 
!eh Kepala Sadan 
kepada Walikota 

BAB II 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISA 

SADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIH N DAERAH 
Bagian Kesatu 

Kedudukan 

Pasal 2 
(1) BKPPD merupakan unsur penunjang urusan pemerint 

kewenangan daerah bidang kepegawaian, pendidikan d 
(2) BKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin 

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawa 
melalui Sekretaris Daerah. 

7. Kepala Sadan adalah Kepala Sadan Kepegawaian Pendidikan dan 
Pelatihan Daerah Kota Pekalongan. 

8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disin kat UPTB adalah 
unsur pelaksana teknis Daerah yang melaksanak kegiatan teknis 
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertent 

9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN dalah profesi bagi 
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan p janjian kerja yang 
bekerja pada instansi pemerintah. 

1 Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SOM dalah orang-orang 
yang ada clalam organisasi yang mernberikan sumban an pemikiran clan 
melakukan berbagai jenis pekerjaan dalam mencapai tuj 

11 Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang me unjukkan tugas, 
tanggungjawab, wewenang clan hak seorang Aparatur ipil Negara dalam 
suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada 
keahlian dan/ atau ketrampilan tertentu serta bersifat andiri. 

12 Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabat fungsional yang 
terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabat fungsional yang 
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahlianya. 



Bagian Kcclua 
Sekretariat 

Pasal7 

( I) Sekretariat clipimpin oleh seorang Sekretaris yang d am melaksanakan 
tugasnya berada dibawah clan bertanggungjawab kepad Kepala Badan. 

(2) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan peng lolaan administrasi 
umum clan kepegawaian, pengoorclinasian rencana program, kegiatan, 
anggaran, evaluasi clan pelaporan kinerja serta adrninis rasi keuangan. 

Pasal 8 
4ntuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi scbagauna 1a dimaksud dalam 
Fl sal 7 ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi : 

perumusan sasaran, program clan kegiatan badan; 
pengoorclinasian penyusunan kebijakan badan; 
pengoordinasian perencanaan clan pelaksanaan kegiat bidang-bidang; 

I. 

g kesekretariatan: 
evaluasi Standar 
(SP); 

g pengembangan 

idang mutasi clan 

an pelatihan; 
idang pengadaan, 

g kepegawaian, 

Pasal 5, BKKPD U tuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pad 
m nyelengga.rakan fungsi: 
a. perumusan dan penetapan sasaran, program bi 

pendidikan clan pelatihan; 
b. perumusan kebijakan bidang kepegawaian, pendidikan 
c. pengoordinasian penyelenggaraan tugas clan fungsi 

informasi clan pembinaan pegawai; 
cl. pengoorclinasian penyelenggaraan tugas clan fungsi 

promosi ASN; 
e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bid 

SOM clan kompetensi ASN; 
f. pengoorclinasian penyelenggaraan tugas clan fungsi bid 
gh.1 pengarahan clan pengoordinasian pelaksanaan clan 

Operasional Prosedur (SOP) clan/ atau Stanclar Pelayan 
pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembina , pengevaluasian, 
dan pelaporan pelaksanaan kebijakan clan pelaksanaan ugas; clan 
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan s suai dengan tugas 
clan fungsinya. 

Pasal 5 
B PPD mempunyai tugas membantu Walikota dalam m laksanakan unsur 
p nunjang yang melaksanakan fungsi kepegawaian, pendi ikan dan pelatihan 

g menjadi kewenangan daerah di bidang manajernen Ap atur Sipil Negara. 

Pasal 6 

BAB III 
TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
BKPPD 

B an susunan organisasi BKPPD sebagaimana dimaks d dalam Pasal 3 
te cantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tid terpisahkan dari 
P ·aturan Walikota ini. 

Pasal 4 



keuangan; 
b. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi per ncanaan program, 

kegiatan dan anggaran; 
c. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi evaluasi capaian 

program, kegiatan dan anggaran; 
d. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi pelaporan capaian 

kinerja; 
e. pemverifikasian pengelolaan administrasi dan p rtanggungjawaban 

melaksanakan keuangan; 
f. melaksanakan fungsi akuntansi; 
g. menyusun bahan dan pengoordinasian laporan keu gan; 
h. menyusun bahan profil perangkat daerah; 
i. mengelola data dan informasi; 
j. menyusun bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan; 
k. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Stf ndar Operasional 

Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bi, ang tugasnya; dan 
I. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatars 

nyai tugas: 
, evaluasi dan 

pin oleh seorang 
a be.rada dibawah 

Paragraf 1 
Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keu 

Pasal 9 
(1 Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan clipi 

Kepala Subbagian yang clalam melaksanakan tugasn 
dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

(2 Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan memp 
a. menyusun rencana kerja di bidang perencan 

d. pengoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, 
sasaran, program dan kegiatan; 

e. pembinaan pengelolaan administrasi umum meliput ketatalaksanaan, 
ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelol an barang milik 
daerah,bahan kerjasama, sarana pras na teknologi 
informasi.perpustakaan dan kearsipan; 

f. pengoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang 
keuangan; 

g. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi; 
h. pengoordinasian pcnyelesaian tindak lanjut basil pemeri saan; 
i. pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan peng valuasian Standar 

Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standa.r Pelayan (SP); 
J. pengoordinasian pelaporan Analisis Jabatan (ANJAB), A alisis Beban Kerja 

(ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB); 
k. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pela oran pelaksanaan 

kegiatan; dan 
1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan ses ai dengan bidang, 

tugas dan fungsinya 



Pasal 12 

urtuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud = Pasal 11 ayat (2), 
Btctan.g Pengadaan, lnformasi dan Pembinaan Pegawai menyelenggarakan 
f ngsi: 
a perumusan program kerja bidang pengadaan, inform si dan pembinaan 

pegawai; 
b perumusan bahan kebijakan bidang pengadaan, infor asi dan pembinaan 

pegawai; 
c penyelenggaraan percncanaan kebutuhan, jenis dan j mlah jabatan serta 

pengoordinasian penyelenggaraan pengadaan ASN; 
penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan kegiat pembinaan ASN; 

e penyelenggaraan perencanaan clan pengoordinasian p laksanaan kegiatan 
penilaian kinerja dan penghargaan; 

f pengoordinasian pelaksanaan administrasi pemberhent an; 

g. mengevaluasi clan melaporkan pelaksanaan kegiata 

Bagian Ketiga 
Bidang Pengadaan, lnformasi dan Pembinaan egawai 

Pasal 11 [ 
( ) Bidang Pengadaan, Informasi dan Pembinaan Peg ai dipimpin oleh 

seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanaka tugasnya berada 
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. 

( ) Bidang Pengadaan, Informasi dan Pembinaan Pegaw mempunyai tugas 
menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan tekni , pengoordinasian, 
pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang penga aan, informasi dan 
pembinaan pegawai. 

f. 

e. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi S ndar Operasional 
Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bi ang tugasnya; 
mengelola dan menyusun laporan Analisis Jaba (ANJAB), Analisis 
Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB); d n 

Paragraf 2 
Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 10 
( 1 Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin ole seorang Kepala 

Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya be da dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

(2 Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas: 
a. menyusun rencana kerja di bidang adminis rasi umum dan 

kepegawaian; 
b. melaksanakan dan mengelola kegiatan administr si umum meliputi 

ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengel laan barang milik 
daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana t knologi informasi, 
perpustakaan dan kearsipan: 

c. melaksanakan kegiatan tata kelola barang mili daerah meliputi 
pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, penghapu an dan pelaporan 
barang milik daerah; 

d. melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembinaan 
kepegawaian; 



Kepala Subbidang 
dibawah dan 

( ) Subbidang Pembinaan Pegawai dipimpin oleh seoran 
yang dalam melaksanakan tugasnya berad 
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengada n, Informasi dan 
Pembinaan Pegawai. 

( ) Subbidang Pembinaan Pegawai mempunyai tugas: 
a. menyusun rencana kegiatan bidang pembinaan peg wai; 
b. menyusun bahan kebijakan bidang pembinaan pegtai; 
c. menyusun perencanaan pelaksanaan penilaian d evaluasi kinerja 

ASN; 
d. menyusun informasi dan menganalisis penilaian ki erja ASN; 
e. menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembina ASN; 
f. melaksanakan verifikasi tingkat kehadiran ASN; 
g. menyusun dan memproses usulan pemberian peng argaan; 
h. melaksanakan fasilitasi pengujian kesehatan pegaw i; 

Paragraf 1 
Subbidang Pengadaan, Pemberhentian dan Inform si Pegawai 

Pasal 13 

(1 Subbidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pegawai dipimpin 
oleh seorang Kepala Subbidang yang dalam melaksanak n tugasnya berada 
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala idang Pengadaan, 
Informasi dan Pembinaan Pegawai. 

(2 Subbidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi gawai mempunyai 
tu gas: 
a. menyusun rencana kegiatan bidang pcngadaan, • emberhentian dan 

informasi pegawai 
b. menyusun bahan kebijakan bidang pengadaan, emberhentian dan 

inforrnasi pegawai; 
c. menyusun kebutuhan ASN; 
d. melaksanakan pengadaan ASN; 
e. melaksanakan pemrosesan pemberhentian ASN; 
f. rnengelola sistem informasi kepegawaian dan data kipegawaian; 
g. melaksanakan pengembangan sistem informasi kep awaian; 
h. melaksanakan fasilitasi kegiatan kelembagaan profe i ASN; 
i. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi S dar Operasional 

Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bi ang tugasnya; dan 
J. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiat 

Paragraf 2 
Subbidang Pembinaan Pcgawai 

Pasal 14 

g. penyelenggaraan pengelolaan database informasi kepeg aian; 
h. pengoordinasian penyusunan informasi kepegawaian; 
1. penyelenggaraan fasilitasi lembaga profesi ASN; 
J. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi tandar Operasional 

Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidan tugasnya; 
k. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pela oran pelaksanaan 

kegiatan; dan 
1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan s suai dengan tugas 

dan fungsinya. 



Paragraf 1 
Subbidang Mutasi dan Kepangkatan 

Pasal 17 
( ) Subbidang Mutasi dan Kepangkatan dipimpin ol h seorang Kepala 

Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya be ada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Mutasi dan mosi ASN. 

( ) Subbidang Mutasi dan Kepangkatan mempunyai tugas: 
a. menyusun rencana kegiatan bidang mutasi dan kep gkatan; 
b. menyusun bahan kebijakan bidang mutasi dan kep ngkatan; 
c. menganalisis dan memverifikasi dokumen mutasi d kepangkatan; 
d. melaksanakan pengusulan dan verifikasi ber s usu! kenaikan 

pangkat; 
e. melaksanakan verifikasi draf keputusan kenaikan p gkat; 
f. melaksanakan pemrosesan kenaikan gaji berkala; 
g. melaksanakan fasilitasi ujian dinas dan UKPPI (Uji Kenaikan Pangkat 

Penyesuaian ljazah); 
h. melaksanakan pemrosesan pemindahan pegawai a 

i. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang ndangan bidang 
kepegawaian; 

j. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi St ndar Operasional 
Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bi ang tugasnya; dan 

k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan 

Bagian Keempat 
Bidang Mutasi dan Prornosi ASN 

Pasal 15 
( l Bidang Mutasi dan Promosi ASN dipimpin oleh seorang epala Bidang yang 

dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala Sadan. 

(2 Bidang Mutasi dan Promosi ASN mempunyai tugas menyelenggarakan 
perumusan bahan kebijakan teknis, pengoordina ian, pelaksanaan, 
evaluasi dan pelaporan di bidang mutasi, promosi dan k pangkatan. 

Pasal 16 
Urtuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal Pasal 15 ayat (2), 
Brdang Mutasi dan Promosi ASN menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan program kerja bidang mutasi dan promosi A N; 
b. perurnusan kebijakan bidang mutasi dan promosi ASN; 
c. penyelenggaraan proses mutasi dan promosi; 
d. pengoordinasian dan kerjasama pelaksanaan seleksi jab tan; 
e. pengoordinasian penerapan sistem merit; 
f. pengoordinasian pengembangan pola karier; 
g. pengoordinasian kenaikan pangkat; 
h perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi · tandar Operasional 

Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidan tugasnya; 
1. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pela oran pelaksanaan 

kegiatan; dan 
J. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan s suai dengan tugas 

dan fungsinya, 



Pasal 20 
ntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal , Pasal 19 ayat (2), 
idang Pengembangan SOM dan Kompetensi ASN menyele ggarakan fungsi: 

perumusan program kerja bidang pengembangan S M dan kompetensi 
ASN; 

(' ) Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi ASN mempunyai tugas 
menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan tekn s, pengoordinasian, 
pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang penge bangan kompetensi 
aparatur. 

Bagian Kelima 
Bidang Pengembangan SDM dan Kompetens ASN 

Pasal 19 
( ) Bidang Pengembangan SOM dan Kompetensi ASN di impin oleh seorang 

Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya erada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Sadan. 

j. 
i. 

f. 

(1 Subbidang Promosi ASN dipimpin oleh seorang Kep a Subbidang yang 
dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala Bidang Mutasi dan Promosi ASN. 

(2 Subbidang Promosi ASN mempunyai tugas: 
a. menyusun rencana kegiatan bidang promosi ASN; 
b. menyusun bahan kebijakan bidang promosi ASN; 
c. mengelola penilaian mandiri penerapan sistem merit 
ct. melaksanakan penyelenggaraan seleksi rotasi/ tasi dan seleksi 

terbuka JPT Pratama; 
e. menyusun bahan rapat tim penilaian kinerja dalam penentuan 

pengisian jabatan struktural dan kepala sekolah; 
melaksanakan penyelenggaraan pengambilan sum ah dan pelantikan 
pejabat struktural, kepala sekolah dan pejabat fung ional; 

g. menyusun bahan rencana dan draf Surat eputusan tentang 
pengangkatan, pemindahan, perpanjangan masa tugas, penugasan 
kembali, pernbcrhentian Kepala Sekolah; 

h. menyusun bahan rencana dan draf surat penugasar pejabat pelaksana 
(Pit) dan pelaksana harian (Pih) jabatan struktural r kepala sekolah; 
menyusun pedoman pola karier PNS; 
menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi S andar Operasional 
Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bi ang tugasnya; dan 

k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiat 

i. melaksanakan administrasi penempatan dari d dalam jabatan 
pegawai berdasarkan klasifikasi jabatan; 

j. melaksanakan pemrosesan peninjauan masa kerja p gawai: 
k. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi St ndar Operasional 

Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bi ang tugasnya; dan 
I. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan 

Paragraf 2 
Subbidang Promosi ASN 

Pasal 18 



Paragraf 2 
Subbidang Pengembangan Kompetensi A N 

Pasal 22 

( ) Subbidang Pengembangan Kompetensi ASN dipimpin !eh seorang Kepala 
Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya b9rada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengem angan SDM dan 
Pengembangan Kompetensi ASN. 

( ) Subbidang Pengembangan Kompetensi ASN mempuny tugas: 
a. menyusun rencana kegiatan bidang pengembangan ompetensi ASN; 
b. menyusun bahan kebijakan biclang pengembangan ompetensi ASN; 
c. melaksanakan inventarisasi kebutuhan pengemban an ASN; 

kompetensi 

peningkatan 

kompetensi gan 

Kepala Subbidang 
dibawah dan 

angan SOM dan 

(1 Subbidang Pengembangan SOM dipimpin oleh seoran 
yang dalarn melaksanakan tugasnya berad 
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengem 
Kompetensi ASN. 

( ) Subbidang Pengembangan SDM mempunyai tugas: 
a. menyusun rencana kegiatan bidang pengembangan OM; 
b. menyusun bahan kebijakan bidang pengembangan OM; 
c. melaksanakan inventarisasi kebutuhan pengem angan kompetensi 

penjenjangan, teknis dan fungsionaJ; 
d. melaksanakan analisis kebutuhaan 

penjenjangan, teknis dan fungsional; 
e. melaksanakan fasilitasi kerjasama pelaks 

kompetensi penjenjangan, teknis dan fungsionaJ; 
f. rnelaksanakan fasilitasi kegiatan pengemb 

penjenjangan, teknis dan fungsional; 
g. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi S andar Operasional 

Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bi ang tugasnya; dan 
h. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegia 

Paragraf 1 
Subbidang Pengembangan SOM 

Pasal 21 

b. perumusan bahan kebijakan bidang pengembangan S M dan kompetensi 
ASN; 

c. penyelenggaraan pengembangan SOM dan kompetensi A N; 
d. perumusan perencanaan kcbutuhan diktat penj njangan, teknis, 

fungsional dan sertifikasi; 
e. penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan diklat teknis p njenjangan, teknis 

dan fungsional; 
f. pengoordinasian penyelenggaraan pendidikan !anjutan SN; 
g. pengoordinasian pengelolaan jabatan fungsional ASN; 
h. pengoordinasian penyelenggaraan assesment center; 
1. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi tandar Operasional 

Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidan tugasnya; 
j. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pela oran pelaksanaan 

kegiatan; dan 
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan s suai dengan tugas 

dan fungsinya. 



d. melaksanakan analisis kebutuhaan pengembangan SN; 
e. melaksanakan fasilitasi sertifikasi kompetensi jabat 
f. melaksanakan fasilitasi kegiatan pengembangan ko petensi ASN; 
g. melaksanakan pemrosesan izin belajar dan tugas bel Jar; 
h. melaksanakan fasilitasi pendidikan kedinasan; 
i. melaksanakan fasilitasi kegiatan assesment center; 
J. melaksanakan pembinaan jabatan fungsional ASN; 
k. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi St dar Operasional 

Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bi ang tugasnya; dan 
l. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan 

Bagian Keenam 
UPTB 

Pasal 23 
(1) Pada BKPPD dapat dibentuk UPTB. 
(2 UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat dalam 2 (dua) 

klasifikasi. 
(3) Klasifikasi UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) te diri atas : 

a. UPTB Kelas A untuk mewadahi beban kerja yang bes ; dan 
b. UPTB Kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kec I. 

(4) Susunan Organisasi UPTB kelas A sebagaimana dim sud pada ayat (3) 
huruf a, terdiri atas: 
a. Kepala; 
b. Subbagian Tata Usaha; dan 
c. Kelornpok Jabatan Fungsional, 

(5) Susunan Organisasi UPTB Kelas B sebagaimana dim sud pada ayat (3) 
huruf b, terdiri atas : 
a. Kepala; dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional; 

(6) Tugas dan fungsi UPTB sebagaimana dimaksud pad ayat (1), diatur 
dengan Peraturan Walikota tersendiri. 

Bagian Ketujuh 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 24 
(1) Pada BKPPD dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsio al. 
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ada ayat ( 1) terdiri 

atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Iungsional ang terbagi dalam 
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 

(3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana di aksud pada ayat 
(1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(4) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional seba aimana dimaksud 
ayat ( l) ditetapkan sesuai dengan ketentuan per uran perundang 
undangan. 

(5) Pembinaan rernadap Kelcmpok Jabatan rungsional seb aima.na dlmaksud 
pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan per turan perundang 
undangan. 

(6) Pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional dan p la hubungan kerja 
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana di aksud ayat (1) 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-un angan. 



BAB VI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasa129 
P jabat yang ada pada BKPPD tetap menduduki jabatanny dan melaksanakan 
t gasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru ber asarkan Peraturan 

alikota ini. 

Pasal 28 
U aian tugas BKPPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan alikota tersendiri. 

BABV 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

kepada perangkat 
kerja. 

( 1 Setiap pimpinan pada BKPPD wajib menyampaikan I poran pelaksanaan 
tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan asing-masing, 

(2, Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan BKPPD an bawahan dapat 
diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyu unan laporan lebih 
Janjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan 

(3 Setiap laporan BKPPD tembusannya dapat disampaik 
daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubung 

Pasal 27 

Subbidang masing 
inaan dan petunjuk 
elaksanaan tugas 

Pasal 26 
(1 Kepala Badan wajib mengawasi bawahan dan mengam il langkah-langkah 

yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-un angan yang berlaku 
apabila terjadi penyimpangan. 

(2 Kepala Badan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan 
bawahan, serta memberikan bimbingan dan petunjul bagi pelaksanaan 
tugas bawahan. 

(3 Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepal 
masing bertanggungjawab memberikan bimbingan, pem 
kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil 
menurut jenjang jabatannya masing-masing. 

Pasal 25 
D am melaksanakan tugasnya Kepala Badan wajib enerapkan prinsip 
k ordinasi, sinkronisasi, integrasi dan simplifikasi s a vertikal dan 
h rizontal baik di lingkungan masing-masing maupun d ngan instansi lain 
s suai dengan tugasnya. 

BAB IV 
TATA KERJA 

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas da bertanggung jawab 
kepada kepala Sadan melalui Sekretaris dan/atau Kep a Bidang dan/atau 
Kepala Subbidang dan/atau Kepala Subbagian sesua jenis dan jenjang 
jabatannya yang memiliki keterkaitan dengan pelaks aan tugas Jabatan 
Fungsional. 



PA.RAF 

---~---- ... --- -PENANGG. 
No. JA8 

SERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 71 

EKRETA~ll DAERAH 

~~' 

RI 

iundangkan di Pekalongan 
, ada tanggal 30 November 2020 

M. SAELA MACHFUDZ 

tel 

WALIKOTA EKALONGAN, 
Cap 

Ditetapkan di Pekalongan 
pada tanggal O November 2020 

A setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengu dangan Peraturan 
W ikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah K ta Pekalongan. 

Pasal 31 
Pe aturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundan an. 

Pasal30 
P da saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, P raturan Walikota 
P alongan Nomor 88 Tahun 2018 ten tang Kedudukan, S sunan Organisasi, 
T gas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaia , Pendidikan dan 
Pe atihan Daerah (Serita Daerah Kota Pekalongan Tahu 2018 Nomor 89) 
se agaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota N01 or 78 Tahun 2019 
Te tang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 88 Tahun 
2 18 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas cl Fungsi serta Tata 
K ja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Dae ah (Serita Daerah 
K ta Pekalongan Tahun 2019 Nomor 79), dicabut dan dinyatakan tidak 
be laku. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 
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